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Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Penggugat atau tergugat yang tidak mampu 
membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya (Prodeo), namun suatu 
perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah pemohon atau penggugat 
membayar sejumlah biaya perkara yang disebut panjar, untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data informasi digunakan penelitian lapangan yang dianalisa secara kualitatis 
dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian Penyelesaian Perkara Secara 
Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B tidak berjalan efektif disebabkan minimnya 
standar biaya yang disediakan oleh DIPA, sedangkan radius pada wilayah hukum Pengadilan 
Agama Sengkang sangat tinggi. Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 
Secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B yaitu: (a) Ketidakpahaman 
masyarakat terhadap berperkara secara prodeo. (b) Minimnya anggaran DIPA yang 
disediakan untuk berperkara secara prodeo, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman 
masyarakat mengenai berperkara secara prodeo dan diharapkan pemerintah/kementerian 
terkait menyediakan anggaran yang lebih besar. 
Kata Kunci: Prodeo.  
 
Abstract 
Everyone has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty that is just 
and equal treatment before the law, Plaintiffs or defendants who are unable to pay court fees 
can be allowed to litigate without charge (Prodeo), however a new civil case can be 
registered at the registry. After the applicant or plaintiff has paid a court fee called an 
advance, to obtain and collect the information data is used field research which is analyzed 
qualitatively using the descriptive analysis method. The results of the study on Prodeo Case 
Settlement at the Sengkang Religious Court Class 1 B did not work effectively due to the 
minimum cost standards provided by DIPA, while the radius in the jurisdiction of the 
Sengkang Religious Court was very high. Affecting the Implementation of Prodeo Case 
Settlements at the Class 1 B Sengkang Religious Court, namely: (a) Public lack of 
understanding of cases in prodeo. (b) The lack of DIPA budget provided for litigation on a 
prodeo basis, this research is expected to increase public understanding of prosecution on a 
prodeo basis and it is hoped that the government / relevant ministries will provide a larger 
budget. 
Keywords: Prodeo.  
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A. Pendahuluan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam 
Pasal 24 ayat (1) bahwa kehakiman merupakan kewenangan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) Pasal 24 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilannya di 
bawahnya dalam lingkungan Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, 
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Konstitusi. 
Apalagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 (d), 
Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil dan setara di hadapan hukum." Jadi, orang-orang yang dikategorikan 
tidak mampu membayar biaya perkara seharusnya juga memiliki akses layanan hukum 
yang sama. 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 57 ayat (3) disebutkan bahwa 
“persidangan dilakukan secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang rendah”. Pasal 
58 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengadilan membantu mereka yang mencari keadilan 
dan melakukan segala upaya untuk mengatasi semua hambatan dan hambatan untuk 
mencapai persidangan yang sederhana, cepat dan murah." Pemeriksaan perkara di 
lingkungan peradilan agama harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan murah. 
Pasal 49, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 
Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah. 
Prinsip ini penting bagi mereka yang dituntut seperti hakim dan aparat penegak hukum 
lainnya, sambil mengingat untuk memastikan tidak banyak perkara yang masuk ke 
pengadilan agama yang menumpuk dan penyelesaiannya tidak lama. Jika banyak kasus 
yang menumpuk di pengadilan, akan memakan waktu lama dan pada akhirnya akan 
menghabiskan banyak biaya. Karena ini tidak lain adalah perlindungan hak para pencari 
keadilan disamping meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan itu sendiri. Namun, prosedur di pengadilan seharusnya tidak 
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mengurangi ketelitian pemeriksaan dan evaluasi hukum dan keadilan. 
Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBG "Penggugat atau tergugat yang tidak mampu 
membayar biaya pengadilan dapat diizinkan untuk mengajukan perkara tanpa biaya." 
Namun pada kenyataannya perkara perdata di Pengadilan Agama Sengkang dikenakan 
biaya, dan perkara perdata baru baru bisa didaftarkan di BAE setelah pemohon atau 
penggugat membayar biaya yang disebut advance atau vreschot. Namun, biaya ini juga 
harus dibuat seringan mungkin sehingga orang-orang dengan ekonomi lemah dapat 
membelinya, tetapi praktisi hukum berpandangan bahwa semua biaya perkara 
dibebaskan dari pemohon, bahkan pengadilan tidak boleh memungut biaya dari semua 
jenis pemohon. 
Menurut Profesor Wirjono Prodjodikoro, bahwa KUHAP adalah serangkaian peraturan 
yang memuat tentang bagaimana seseorang harus bertindak melawan dan di hadapan 
pengadilan serta bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk 
melaksanakan peraturan hukum perdata. 
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Perdata merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana kepatuhan 
terhadap hukum perdata fisik dijamin oleh hakim atau peraturan perundang-undangan 
yang mengatur bagaimana menjamin terselenggaranya hukum perdata fisik. 
Pengadilan Agama merupakan salah satu aktor peradilan bagi masyarakat yang mencari 
keadilan dari umat Islam terkait perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. 
Prodeo adalah karena Allah, gratis. Salah satu prinsip hukum acara perdata adalah 
pengenaan biaya selama prosedur. Biaya perkara ini termasuk biaya notaris, biaya untuk 
menghubungi para pihak selain materai. Bagi mereka yang tidak dapat membayar biaya 
pengadilan, mereka dapat mengajukan gugatan gratis (Prodeo) dengan mendapatkan izin 
untuk dibebaskan dari pembayaran biaya pengadilan. Hal ini diilustrasikan dalam Pasal 
237 HIR dan 273 RGb yang menyatakan: "Penggugat atau tergugat yang tidak mampu 
membayar biaya pengadilan dapat diizinkan untuk menggugat tanpa dakwaan." Namun 
ada biaya yang tidak dibebaskan, yaitu biaya administrasi panitera dan pembayaran 
catatan. 
B. Metode Penelitian  
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Prodeo 
 di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B 
 
Arman Syamsuddin, Muh. Saleh Ridwan 
522 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat Penelitian lapangan (field 
Research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. penulis untuk menyelesaikan proposal ini maka penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B untuk menjadi lokasi penelitian. 
kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Syar’i dan pendekatan yuridis kemudian 
disimpulkan secara sistematis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Data 
Primer dan Sekunder.  
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama 
Sengkang Kelas 1B 
Konsep hukum dalam al-Qur'an sangat lengkap, namun dalam penelitian ini penulis 
akan membahas keadilan atau persamaan dalam hukum yang tidak membedakan 
antara si kaya dan si miskin., terdapat beberapa ayat dalam Al Qur’an diantaranya, 
sebagai berikut: 
 َٰٓ ِ َولَْو َعلَىَّٰ ِميَن بِٱْلِقْسِط شَُهدَآََٰء ّلِِلَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوََّّٰ
َٰٓ  أَنفُِسُكْم أَِو يََّٰ
 َٰٓ ُ أَْولَىَّٰ بِِهَما ۖ فَََل تَتَّبِعُو۟ا ٱْلَهَوىَّٰ ِلدَْيِن َوٱْْلَْقَربِيَن ۚ إِن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيًرا فَٱّلِلَّ  ٱْلَوَّٰ
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرً  ۟ا أَْو تُْعِرُضو۟ا فَإِنَّ ٱّلِلَّ  أَن تَْعِدلُو۟ا ۚ َوإِن تَْلُوٰٓۥَ
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa 
dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa: 135) 
 
 
Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak 
sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang 
dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak 
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ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat 
muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi 
seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia 
dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. 
Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang 
tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, 
nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila 
diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan 
istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain 
melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Sengkang juga 
melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi 
umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, 
administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta 
bidang perlengkapan umum. 
Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1) Upaya Perdamaian 
Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib 
mendamaian kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang ( Pasal 56 
ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak 
hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua 
belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama 
tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh 
Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. 
Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum 
pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para 
pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan 
mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang 
tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak 
menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya 
seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. 
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Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta 
Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim,dan 
dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan 
kembali. 
Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara 
perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. (Wawancara: H. 
Arifin, S.Ag, MH, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sengkang, 
tanggal 14 Februari 2020) 
2) Pembacaan Surat Gugatan Penggugat 
Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan 
sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu 
terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu 
dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum 
diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan 
tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut 
atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan 
tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian 
persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya. (Wawancara: Drs. H. Hamzah Appas, 
selaku Panitera Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 21 Februari 2020) 
3) Jawaban Tergugat 
Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan 
jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban 
tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan ( Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada 
tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau 
rekonpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya 
perkara. 
4) Replik Penggugat 
Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi 
kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap 
ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah 
sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat. 
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5) DuplikTergugat 
Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan 
untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-
ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara 
jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak 
disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara 
pembuktian. 
6) Pembuktian 
Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk 
mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara 
bergantian yang diatur oleh hakim. 
7) Kesimpulan Para Pihak 
Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama 
untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan 
selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang 
disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. 
8) Musyawarah Majelis Hakim 
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi ( Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 
Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim , semua hakim 
menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun 
tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan 
pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion). 
9) Putusan Hakim 
Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada 
tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, 
penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang 
waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir 
saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan 
isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan 
hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. 
Catatan: 
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Perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar 
Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua 
belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. 
Prodeo adalah proses Penyelesaian Perkara secara gratis . Yang bisa menggugat 
secara prodio adalah warga negara yang tidak mampu (miskin).Jenis perkara yang 
dapat diajukan secara prodeo, antara lain: Perceraian, Itsbat Nikah, Pemohonan 
wali  Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya), Gugat Waris, Gugat 
Hibah, Perwalian Anak, Gugatan Harta Bersama dll. 
Dalam permohonan kasus secara progresif, ini hanya berlaku di satu tingkat 
pengadilan. Jika penggugat / penggugat mengajukan banding atau kasasi, maka 
penggugat / penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk dilanjutkan 
secara progresif pada tingkat banding atau kasasi. (Wawancara: Dra. Hj. 
Muzdalifah, SH, selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sengkang, 
tanggal 28 Februari 2020) 
Adapun besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri 
setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara 
dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang 
tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau 
prodeo. (Wawancara: Suherman, SH, selaku Sekertaris Pengadilan Agama 
Sengkang, tanggal 07 Februari 2020) 
Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus permohonan prodeo adalah 
mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan 
jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin 
dapat dilampirkan). 
Dalam Sema Nomor 10 tahun 2010 lampiran B Bab IV Bagian Satu Pelayanan 
Perkara Prodeo Pasal 3, Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo: 
1. Masyarakat yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan / petisi secara 
gratis (prodeo) dengan ketentuan: 
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala 
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang 
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau 
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b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin 
(KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu 
Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai 
(BLT). 
2. Pemberian izin untuk melanjutkan berdasarkan prodeo berlaku untuk setiap 
tingkat pengadilan secara terpisah dan tidak dapat diberikan kepada semua 
tingkat keadilan secara bersamaan. 
Hak penggugat / penggugat setelah pemberian brood adalah bahwa penggugat / 
penggugat berhak menerima semua jenis layanan secara cuma-cuma (gratis) 
sehubungan dengan pemeriksaan kasusnya dari awal sampai akhir. 
Prosedur Tahapan Perkara dimulai dari pendaftaran perkara, adapaun tata cara 
pendaftaran, yaitu: (Wawancara: Dra. Hj. Muzdalifah, SH, selaku Panitera Muda 
Permohonan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 21 Februari 2020) 
a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Sengkang dengan membawa 
surat gugatan atau permohonan. 
b. Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat 
gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam) rangkap beserta fotokopi Kutipan 
Akta Nikah yang telah ditempeli materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk 
perkara perceraian). 
c. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu 
berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang 
kemudia ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 
d. Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang 
besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). 
e. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam 
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan 
pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan 
surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. 
Langkah-langkah pengajuan prodeo dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Sengkang 
1. Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara. 
2. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya 
tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-
alasannya. 
3. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan 
Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan 
Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan 
kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah 
tersedia. 
4. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat 
diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat. 
5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
 
Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan 
 Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan yang memuat tanggal dan 
tempat sidang kepada penggugat / penggugat dan tergugat / tergugat langsung ke 
alamat yang tertera dalam surat permohonan / gugatan. 
Langkah 3. Menghadiri Persidangan 
1. Kehadiran di pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditentukan 
dalam panggilan pengadilan. Cobalah untuk tepat waktu dan jangan terlambat. 
2. Setelah upaya rekonsiliasi gagal dan permohonan / gugatan tidak lagi diubah, 
maka sebelum memasuki perkara, majelis hakim memeriksa permohonan 
tentang prodeo. 
3. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat / tergugat untuk 
memberikan komentar terkait permohonan litigasi atas dasar perkara. 
4. Pemoho / Penggugat memberikan surat bukti seperti: SKTM (dan jika 
memiliki dokumen lain seperti Jamkesmas / Jamkesda / Askeskin / Gakin, 
dapat dilampirkan). Terkadang dua saksi juga diperlukan (jika hakim 
memintanya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan pembuatan aplikasi 
prodio misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll. 
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Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo 
1. Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti terkait 
permohonan permulaan, dan dalam hal majelis hakim mempertimbangkan 
dalam musyawarah untuk membuktikan alasan penggugat / pemohon, maka 
majelis hakim akan mengeluarkan putusan dengan putusan sementara yang 
memperbolehkan pemohon / penggugat untuk memulai persidangan secara 
persidangan.  
2. Dalam hal majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemohon / penggugat 
untuk melanjutkan berdasarkan asas prodeo belum ditetapkan di pengadilan, 
maka majelis hakim mengeluarkan putusan yang menolak permohonan 
Pemohon / Penggugat untuk melanjutkan permohonan berdasarkan prodeo. 
Kemudian penggugat / penggugat harus membayar uang muka biaya perkara 
dalam waktu satu bulan sejak putusan sela dibacakan. 
Langkah 5. Proses Persidangan Perkara 
Proses persidangan perkara berlangsung sesuai dengan perkara yang diajukan 
berdasarkan tahapan-tahapan yang diatur dalam KUHAP sampai dengan putusan 
pengadilan yang salah satunya menyatakan bahwa negara akan menanggung biaya 
perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang. 
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang dapat 
diuraikan sebagai berikut: (Wawancara: Dra. Hj. Muzdalifah, SH, selaku Panitera 
Muda Permohonan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 28 Februari 2020) 
1. Penggugat / pemohon mengambil tindakan atas dasar prodeo bersamaan 
dengan tuntutan / permintaan tertulis atau lisan atau tertulis. 
2. Apabila tergugat / tergugat selain perkara di wilayah perkawinan mengajukan 
perkara melawan gugatan, permohonan tersebut harus diajukan pada saat 
jawaban gugatan penggugat / penggugat diajukan. 
3. Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama untuk menangani 
perkara tersebut mengeluarkan putusan Sela tentang apakah permohonan 
perkara dikabulkan sebelum permohonan diajukan setelah memberikan 
kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut. 
4. Putusan sela harus dipublikasikan secara lengkap dalam catatan sidang. 
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Dalam hal permohonan prodeo tidak dikabulkan, penggugat / penggugat wajib 
membayar uang muka biaya perkara dalam waktu 14 hari setelah putusan 
pengadilan diambil yang apabila tidak dipenuhi, gugatan / permohonan akan 
dicabut dari daftar perkara. Adapun Biaya Perkara Prodeo dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA 
Pengadilan Agama Sengkang. 
2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi: 
a. Biaya Pemanggilan para pihak 
b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan 
c. Biaya Sita Jaminan 
d. Biaya Pemeriksaan Setempat 
e. Biaya Saksi/Saksi Ahli 
f. Biaya Eksekusi 
g. Biaya Meterai 
h. Biaya Alat Tulis Kantor 
i. Biaya Penggandaan/Photo copy 
j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi 
k. Biaya pengiriman berkas. 
3. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan 
anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. 
4. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat 
kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang. 
Sedangkan mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo: (Wawancara: Dra. Hj. 
Muzdalifah, SH, selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sengkang, 
tanggal 28 Februari 2020) 
1. Panggilan pertama dilakukan oleh penyelamat tanpa biaya (seperti brosur 
murni). 
2. Dalam hal gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti 
menyerahkan salinan putusan sementara kepada Pemoho/penggugat Pengguna 
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Anggaran untuk dikeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa biaya 
perkara akan ditanggung DIPA ke Pengadilan Agama Sengkang. 
3. Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara 
pembelanjaan memberikan bantuan kepada bendahara sebagai ganti biaya 
perkara sebagaimana diatur dalam DIPA. 
4. Kasir kemudian membuat SKUM dan mencatat bantuan biaya perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam jurnal dan menggunakannya 
sesuai kebutuhan selama proses perkara. 
5. Bendahara terlebih dahulu mengalokasikan uang pelepasan dan materai dari 
alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Dalam hal 
ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis 
sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses 
selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni. 
6. Dalam hal terdapat sisa anggaran untuk perkara prodeo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), sisanya dikembalikan kepada agen pengguna anggaran 
(bendahara pengeluaran). 
Jika permohonan perkara ditolak, perkara berjalan seperti biasa. 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 
Secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B 
Pelaksanaan penyelesaian perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Sengkang 
Kelas 1 B terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan berperkara 
secara Prodeo, sebagai berikut: 
1. Faktor Internal: 
 Anggaran minimal DIPA adalah untuk Pengadilan Agama Sengkang, sehingga 
besaran biaya yang diberikan sangat rendah, sedangkan radius di wilayah hukum 
Pengadilan Agama Sengkang sangat jauh. 
Pada tahun 2019 jumlah perkara Contentiosa dan 1.270 perkara serta perkara 
sukarela mencapai 901 perkara, sedangkan total anggaran DIPA Peradilan Agama 
Sengkang tahun 2019 sebesar Rp. 13.685.000, - sehingga jumlah kasus dengan 
kasus Prodeo pada tahun 2019 sebanyak 47. 
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Saat ini, pada tahun 2020, besaran anggaran DIPA yaitu Rp. 13.685.000, - Jumlah 
kasus saat ini untuk periode Januari-Februari 2020, kasus Contentiosa 257 kasus 
dan relawan 135 kasus, sedangkan kasus prodeo 27 kasus. 
2. Faktor Eksternal: 
Kurangnya pemahaman umum tentang Perkara Gratis (Prodeo) menjadi alasan 
tinggi rendahnya penggunaan perkara dengan Prodeo selain dari minimnya 
anggaran DIPA. 
Kurangnya pemahaman penonton tentang keadaan studio menyebabkan penonton 
tidak mengetahui studio dan kurangnya informasi yang sampai ke lapisan bawah 
melalui fasilitas studio. 
Pengadilan Agama Sengkang juga tidak melakukan kegiatan sosial khusus kepada 
masyarakat terkait keberadaan prodeo karena keterbatasan anggaran DIPA untuk 
perkara prodeo tanpa sosialisasi, anggaran DIPA untuk perkara prodeo akan habis 
di awal tahun. (Wawancara: Dra. Hj. Muzdalifah, SH, selaku Panitera Muda 
Permohonan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 28 Februari 2020). 
 
D. Penutup 
Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B tidak 
berjalan efektif disebabkan minimnya standar biaya yang disediakan oleh DIPA, 
sedangkan radius pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang sangat tinggi. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian perkara secara 
prodeo di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B yaitu (1) Ketidakpahaman masyarakat 
terhadap berperkara secara prodeo, (2) Minimnya anggaran DIPA yang disediakan untuk 
berperkara secara prodeo. 
Implikasi Penelitian diharapkan dengan adanya pembahasan penulis dalam penelitian 
skripsi ini menambah pemahaman masyarakat mengenai berperkara secara prodeo di 
Pengadilan Agama sehingga masyarakat yang tidak mampu yang berperkara dapat 
mengajukan permohonan berperkara secara prodeo. dan diharapkan kepada Pemerintah 
baik pusat maupun daerah atau kementerian terkait agar menyediakan anggaran yang 
lebih besar untuk berperkara secara prodeo, sebagaimana konstitusi negara bahwa 
“setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan 
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tidak ada kecualinya”. 
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